
BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI  KEBUMEN

NOMOR   66  TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI WISMA PEMERINTAH DAERAH 
PERORANGAN VERY IMPORTANT PERSON DALAM PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli 
daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah;

b. bahwa Wisma Pemerintah Daerah sebagai salah satu 
objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu 
disesuaikan tarif retribusinya;

c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perubahan 
besaran tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif 
Retribusi Wisma Pemerintah Daerah Perorangan Very 
Important Person dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

  SALINAN



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533);

14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 1);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 12);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 22);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF 
RETRIBUSI WISMA PEMERINTAH DAERAH PERORANGAN 
VERY IMPORTANT PERSON DALAM PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 1

Besarnya tarif retribusi Wisma Pemerintah Daerah 
Perorangan Very Important Person sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah diubah sebagai berikut:

Wisma Pemerintah Daerah Perorangan Very Important 
Person:

1. tanpa air conditioner : Rp.     75.000,00/hari

2. dengan air conditioner : Rp.   140.000,00/hari



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kebumen.

Ditetapkan di  Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI  KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006


